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BUPATI  KAPUAS  HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR     39   TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN 

KAPUAS HULU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS HULU, 

 
 

Menimbang  :
  

 

bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan 
akuntasi dalam hal belanja dibayar dimuka dan 

penyisihan dana bergulir, maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
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tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pelaporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 
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2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI 
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU. 

 
 

Pasal I 
 

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini dengan menempatkannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

            
Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal 30 Desember 2015         

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, 
 

 
ttd 

 
MARIUS MARCELLUS TJ. 

 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 31 Desember 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

 
 

                        ttd 
 
              MUHAMMAD SUKRI 

 
BERITA  DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  2015 

NOMOR  39 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR           TAHUN 2015 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN 
KAPUAS HULU 


